DHARMOTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

' PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT i SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 1897
. TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN BAWEN

Menimbang :

Mengingat

. Undang-undang Nomor 87 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas

TAHUN 1997 / 1988 SAMPAI] DENGAN TAHUN 2006 / 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPM.A DAERAH TINGKAT Il SEMARANG

a. balhwa pembangunan dan perkembangan ibukota Kecamatan

Bawen perlu dzterttbkan dan diarahkan agar kemungkman ﬁmbukzya

-kesehm n keamanan maupun fasiitas pelayanan
umum lainnya dapat ditanggulangi, sehingga Kota Bawen fetap

_merupakan lingkungan hidup yang Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera

dan Indah ( SERASI ) ;

. bahwa unfuk maksud fersebut a distas, maka perlu adlanya

perencanaan Tata Ruang Bawen sebagal pedoman bagi semua
kegiatan pemanfaatan ruang secara oplimal, serasi, seimbang,
tetpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan yang diatur dalam Rencana
Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail
Tata Ruang Kola ibukota Kecamatan Bawen ;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dan

ditetapkan datam Peraturan Daerah Kabupaton Daerah Tingkat il
Semarang .

. Undang-undang Ganhgguan atau Hinder Ordonantie (Staat Biad

226/1926)

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Dacrah-dasrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantre  Tingkat i
Semarang { Lembaran Negara Republiic Indonesia Tahun 1858
Nomor 118 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesie
Nomor 1652 ) ;



10.

o 8

12,

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria { Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor
104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pamerintahan di Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3037 ) ;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
{Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3501} ;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup {(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1997 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3699} ;

. Peraturan Pemerintah Nomeor 16 Tahun 1976 teniang Perluasan

Kotamadya Daerah Tingkat I Semarang ( Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 1876 Nomor 77; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3487 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air { Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1982 Nomor 37: Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3225) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1882 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1882 Nomor 38 ;
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3326) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 tentang Jalan
{Lembarar: Negara Republik indonesia Tahun 1985 Nomor 10;
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 32930 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kepiatan instansi Vertikal Di Daerah ( Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 3373) ;

Peraturan Pemerintali Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat §l Salatiga dan
Kabupaten Daerah Tingkat # Semarang ( Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pomerintah Nomor 51 Tahun 1893 fentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3538) ;

Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 57 Tahun 1989
tentang Tim Koordinasi Pengelola Tata Ruang Nasional ;
Keputusan Presiden Republik indonesia 32 Tahun 1890 tentang
Pangelolaan Kawasan lindung ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Penelapan Bats Wilayah Kota di Seluruh indonesia ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1987 fentang Pedoman
Penyusunan rencana Kota ;

Kaputusan Mentert Peker;aan Umum Nomor 640/KPTS/1988
tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;

b



20.

21.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorz
Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992191:&19
Petunjuk Peolaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Rencana Kota ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat #§ Semarang Nomor 10

23.

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat || Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat | Semarang Tahun 1988 Nomor
17);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat i Semarang Nomor 1
Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat il
Semarang Tahun 199471995 Sampai Dengan Tahun 1998/1999
{ Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Semarang Tahun
1997 Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat il Semaranyg .

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT |
SEMARANG TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA IBUKOTA KECAMATAN BAWEN TAHUN 1997 / 1998
SAMPAI DENGAN TAHUN 2006 / 2007.

BAB !
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah. ini yang dimaksud dengan ;

b.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat | Semarang ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
i Semarang ;

Bupati Kepala Daerah adalsh Bupali Kepala Daerah tingkat
Semarang ;

Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat it Semarang ;



e. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang ssianjutnya disebut RUTRK
adalah Rencana  Pemanfaatan  Ruang Kota vyang
disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor
dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;

f. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK
adatah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara terinci yang
“disusun  untuk penyiapan perwujudan Ruang Kota dalam
pelaksanaan program-program pembangunan kota ;

g. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran
menurut pengamatan tertentu ;

h. Wilayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang
menggambarkan kesafuan strategis pengembangan vyang
mencerminkan karakteristik pengembangan dari Wilayah yang
bersangkutan ;

i. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan
ruangnya sesuai dengan rmasing-masing jenis Rencana Kota ;

j. Ibukota Kecamatan Bawen adatah Kota Bawen ;

k. Kawasan adaiah Wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan
lingkup pengamatan perencanaan dengan mempertimbangkan
adanya dominasi fungsi tertentu ;

I. Biok adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan
yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau
administratip dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan
fasilitas umum kota dengan tujuan pemanfaatan ruang ;

m. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas juar pengamanan jalan ;

n. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan
stngai ;

o. Garis Sempadan Saluran adaish garis batas luar pengamanan
saluran ;

p. Garls Sempadan Bangunan adalah gatis yang diatasnya atau
sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan .
BAB Ul
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK didasarkan atas Asas :



a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu,
bordaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan
berkelanjutan ;

b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum .

Pasal 3
RUTRK Dengan Kedalaman Matett RDTRK dimaksudkan sebagai
landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Tingkat |, Pemetintah Daerah Tingkat # dan
masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara Berencans,
terarah dan berkesinambungan .

Pasal 4
RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK bertujuan
a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar
mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistim
pengembangan wialayah ;

garanya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan ,

¢. Terselenggaranya pengaturan pemanfaats
dan kawasan budidaya ;

d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk

1. Mewujudkan petiindungan fungsi ruang dan mencegah serta
menanggulangi dampak negalif terhadap lingkungan ;

2. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan
keamanan .

ruang kawasan lindung

BAB i

KEDUDUKAN DAN WILAYAH
PERENCANAAN

Pasal B

Kedudukan RUTRK Dengan Kedalaman Mateti RDTRK Ibukota
Kecamatan Bawen adalah penjabaran dari sebagian Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat | Semarang dan Pola
Dasar Pembangunan Daerah Tingkat i Semarang yang menjadi dasar
pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota .



Pasal 6
{1) Wilayah Perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK
"~ ibhukota Kecamatan Bawen mencakup 2 (dua) desa, dengan luas
501,658 2 Ha yaitu .
a. Desa Lemahireng seluas 2185198 Ha
b. Desa Hatjosari seluas 283,1384 Ha

(2)Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini adalah :

a, Batas Sebelah Utara : Batas Desa Randugunting dan Desa
Jatijajar Kecamatan Klepu ;

b. Batas Sebelah Timur : Perkebunan Jatirunggo ;

¢. Batas Sebelah Selatan : Kali Bade, Batas Desa Bawen dan
Desa Doplang ;

d. Batas Sebelah Barat : Lereng Gungung Kendalisodo dan
Saluran Irigasi .
BAB IV
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA
KECAMATAN BAWEN

Bagian Pertama
Penetapan Peranan Dan Fungsi Kota

Pasal 7
Peranan Kota Bawen Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
il Semarang adaish sebagal pusat Pemerintah Kecamatan dengan
wilayah pelayanan adalah Kecamatan Bawen .

Pasal 8

Fungsi Kota Bawen dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat H
Semarang adalah .

a. Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan ;
b. Pusat pelayanan kegiatan industii ;
¢. Pusat pelayanan pendidikan ;



d. Pusatl pelayanan perdagangan ;
s. Pusat fasilitas sosial.

- Bagian Hedua
Kebijaksanaan Dasar Perencanaan

Pasal ¢

' yakm usaha ﬁn&u&c mems dan menctptakan struktur dan bmk
yang kompak dan merata

b. Penyebaran Fasilitas pelayanan sebagai usaha unfuk memeratakan

pelayanan bagl penduduk kota diseluruh wilayah bagian kota,
bukan terkonsentrasi pada suaty tempat saja ;

¢ Fas&iﬁas pelayanan sabagasmam dimaksud huraf b Pasal ini
' fasiiitas-fasiiitas umum dan fasilifas sosial, fasilites
ngan éars iam sebagainya ;

d. Persebaran fasilitas-fasilitas, jenis dan skala pelayanannya, masing-
masing disesuaikan dengan fungs! pelayanannya {perdagangan,
perumahan, perkantoran) maupun jongkauan pelayanannya
{regional, kota, bioic)

. Pemngkamn akswﬁas keketaan pada daemn»‘daerah fransisi dan
pemma?z atau kegiatan s&kundaf dan primer ;

f. Usaha unituk memeratakan areh perkembangan fisik kola kesegala
 arsh, yang pada saat ini masih cenderung berkembang disekitar
jalan vtama keta ;

g. Bagi bagian-bagian kota yang kurang berkembang, periu diciplakan
suatu aklivitas yang dapat mendorong perkembangan dawah—
daerah tersebul antara lain berupa aklivitas perdags :
perumahan dan iﬂdustn pengolahan hasil pertantan ;

h. Adapun dukungan bagi usaha tersebut adaiah dengan penempatan
fasilitas pelayanah yang merata diselurub baglan wilaysh kola,
sehingga penyebaran penduduk tidak terpusat disuatu tempat
tertentu saja, melainkan menyebar kesemua bagian wilayah kota.
Selain #u dengan menggalakikan program keluarga berencana
kepada seluruh masyarakat, sehingga mengurangi angka kelahiran;




i. Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup kekotaan di Kota Bawen,
misainya dengan meningkatkan sistim pembuangan sampah, sistim
jaringan air bersih, sisﬁmjaﬂngandmiﬁase penghijauan dan
sebagainya ;

j. Usaha untuk mencegah polusi kota dan lingkungan yang sehat
melalui jalur sabuk hijau disekeliling kota yang dapat dimanfaatkan
sebagai daerah konservasi kota ;

. k. Usaha untuk membuka daerah-daerah terisolir yang ada dibagian
wilayah kota dengan jalan membangun prasarana fransportasi
berupa jalan-jalan penghubung, baik antar lingkungan dan aniar
bagian wilayah kota ,

i Usahatmmkmenmmﬁmnmdanpemxmaawen
sebagai pusat pelayanan Pemerintahan dengan mengelomgp
fasilitas Pemerintahan pada suatu fempat agar mudah da!am

koordinasi dan keterhubungannya ;

m. Usaha untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas didalam dan
keluar Kota Bawen dengan merencanakan jaringan jalan dan
fasilitasnya sesuai dengan kondisi yang ada ;

n. Meningkatkan daya tarik Kota Bawen ferhadap invertor dari luar
wilayah untuk menanamkan modalnya, dengan jalan menyediakan
prasarana dan sarana yang lengkap, baik berupa jaringan telepon,
jaringan air bersih, bank, lokasi ussha dan kemudahan birokrasi
perijinan .

 Bagian Ketiga
Perwilayahan Kota
Pasal 10
Wilayah Perencanaan Kota Bawen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 Peraturan Daerah ini dibagi daiam Bagian Wilayah Kota yaitu
menjadi 1 BWK dan 2 Blok sebagai berikut :

a. Blok! seluas 2432119 Ha;
b. Blokill seluas 258,4463 Ha.
Pasal 11

Peta pembagian wilayah dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah
ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran |, merupakan bagian
yang ﬁdakterpisahkan dari Peraturan Dasrah ini .




Bagian Keempat
Penetapan Jumiah Dan Persebaran Penduduk

Pasal 12
Jumiah Penduduk Kota Bawen pada akhir Tahun 2007 diperkirakan
sebesar 11.299 jiwa .

Pasal 13
Persebaran jumiah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
Peraturan Daerah ini, di masing-masing Biok ditetapkan sebagai
berikut :

a. M!M?Miﬂm%ﬂgﬁnk&%&}%a

Pasal 14
Peta persebaran penduduk dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13
Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dajfam Lampiran i,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
Bagian Kelima
Struktur Pemanfaatan Ruang Kota
Pasal 16

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Daerah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut

a. Fagilitas perumahan 1705116 Ha ;
b. Fasilitas perkantoran - 48553Ha;
c. Fasilitas pendidikan ' 22848 Ha ;
d. Fasilitas perdagangan 24,2796 Ha ;
e. Fasilitas kesehatan 05712 Ha ;
f. Fasifitas peribadatan 3,7128Ha ;

g. Fasilitas olah raga dan ruang terbuka 34272 Ha ;



h, Fasiiitas industri | 104,8207 Ha ;

i. Jaringan Jalan dan Jalur Hijau 55,2673 Ha ;
j- Tegalan 35,1174 Ha ;
k. Sawsh 616817 Ha;

{. Cadangan permikiman/perkebuna 35,1286 Ha .

Pasal 16
Pemanfaatan Ruang Kola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

Persturan Daerah ini, dalam Blok setiap Bloknya ditetapkan sebagai
berikut :

a, Bloki:
1. Fasilitas perumahan 654034 Ha ;
2. Fasilitas perkantoran 34273 Ha ;
3. Fasilitas pendidikan 1,1424 Ha ;
4. Fasilitas perdagangan 15,1401 Ha ;
5. Fasilitas kesshatan 05712 Ha;
6. Fasilitas peribadatan 1.1424 Ha ;
- 7. Fasilitas olah raga dan ruang terbuka 05712Ha;
8. Fasilitas industri 556790 Ha ;
8. Jaringan Jalan dan Jaiur Hijau 280218 Ha ;
10.Tegalan 89,9940 Ha ;
11.5awah 33,1308 Ha ;
12.Cadangan permukiman/perkebunan 27,9883 Ha .
b Blokli:
1. Fasilitas perumahan 105,1082 Ha ;
2. Fasilitas perkantoran 1,4280 Ha ;
3. Fasilitas pendidikan | 1,1424 Ha ;

it



4. Fasmhsperdagam 89,1395 Ha ;
5. Fasilitas kesehatan 25704 Ha ;
6. Fasifitas paribaedatan 25704 Ha ;
7. Fasilitas olah raga dan ruang terbuka 28560 Ha;
8. Fasllitas industri 49,1417 Ha ;
9. Jaringan Jalan dan Jaity Hijau 26,2455 Ha ;
10.Tegaian 25,1234 Ha ;
11.Sawah 285508 Ha ;
12.Cadangan permukiman/perkebunan 7,1403 Ha .
Bagian Keenam

Lahan Cadangan Dan Ruang Terbuka Hijau
Pasal 17
Penggunaan lahan selain tersebut datam Pasal 16 Peraturan Daerah
ini, ditetapkan sebagai lahan cadangan dan ruang terbuka hijau .
Pasal 18
Lahan cadangan dan fuang terbuia hijau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diperinci untuk setiap Bloknya
sebagai berikut : '
a. Blokl:
1. Ruang hijau / taman 03571 Ha ;

2. Ruang hujau perlanian/cadangan permukiman 71,1131 Ha ;

3. Jalur hijau 90218 Ha.
b Blok#:
1. Ruang hijau / taman 08712 Ha;

2. Ruang hujau pertanian/cadangan permukiman 60,8146 Ha ;
3. Jalur hijau 86,2455 Ha .

H



Pasal 19

Pmmmmnmmmwwwﬁm
Pasal 18 Peraturan Daerah ini, adalah sobagaimana tersebut dalam
Lampiran lil, merupakan bagian yang tadak %arpfsahkaﬂ dari Peraturan
Daerah ind .

Bagian Ketujuh
Strukiur Utama Tingkat Pelayanan Kota
Pasal 20

memgmamsmw?mmwma
scbagaimana dimkasud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan

Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Perkantoran :  berada di Blok ldan il ;

b. Perdagangan : beradadiahkidanﬁ;

¢. Pendidikan : berada d’_i. Biok | ;

d. Kesehaian :  berada di Bloki;

e. Olah Raga . berada di Blok #;

{. Ruang Terbuka :  berada di Blok? ;
Pasal 21

Fasilitas jenjang kedua kota sesuai dengan fungsi dan perannya
ditetapkan sebagai berikut :

a. Perkantoran :  berada diBlokidanil;

b. Perdagangan . beradadiBiokidan I ;
¢. Pendidikan :  berada di Blok i dan il ;
d. OlahRaga . berada di Blokidan i ;
¢. Ruang Terbuka :  berada di Blok Idan it .

12



Pasal 22

Peta penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedelapan
Sistim Utama Transportasi
Pasal 23

Jaringan transportasi jalan raya dikota terditi dari .

a.

Jalan Arteri Primer :

adalah ruas jalan yang melewati pusat Kota Bawen dan
menghubungkan Kota Semarang dengan Solo / Yogyakarta yang
mMﬁmandanmmﬁmnmnmﬁamh
manfaat ;a!an {Qamaga) .Meter dan Daerah milik jalan
{Damija) ... Meter.

Jalan Arteri Sekunder :

adaiah ruas jalan yang menghubungkan Kote Bawen dengan Kota
Klepu dan Kasta Tuntang dengan Jalan Arteri Primer yang melewati
Desa Lemah ireng dengan lebar Daerah manfaat jalan
{Damaia)............. Meter dan Daerah mitik jalan (Damijay).......... Meter.

Jalan Kolektor Primer :

Adalah ruang jalan yang menghubungkan Kota Bawen dengan Kota
Ambarawa melewati Desa Doplang dan Desa Harjosasri dengan
iebar Daerah manfaat jalan (Damaja)......... ..Meter dan Daerah milik
jalan (Damifa).........., Meter.

Jalan Lokal Primer :
Adalah ruas jalan yang menghubungkan Jalan Arteri Primer dengan
Jalan Kolektor Primer melewati Desa Harjosasri dan Desa Lemah

ireng serta jalan yang menghubungkan Jalan Arteri Sekunder ke
Daerah Kawasan Indusiri dengan lebar badan  jalanSM.

13



Pasal 24
Untuk sarana angkutan jalan raya ditetapkan :
a. Haite ditetapkan di Bick ! ;
b. Terminal type C ditetapkan di Blok i .

Pasal 28
Peta rencana sistim utama transporiasi dimaksud dalam Pasal 23 dan
Pasal 24 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran

V dan VI | merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini .

Bagian Kesembilan
Sistim Utama Jaringan Utilitas

Pasal 26
Jaringan utilitas %baga-ma dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
meliputi Jaringan air bersih, Jaringan telepon, Jaringan lisirik, Jaringan
drainase dan Jaringan persampahan .

Pasal 27
Sistim jaringan air bersih ditetapkan sebagal berikut :
a. Jaringan transmisi meliputi sepanjang ruas jalan Arieri Primer ;
b. Jaringan sekunder melipuli sepanjang ruang Jalan Arteri Sekunder,

Kolektor Primer, Lokal Primer dan sepanjang Jalan Lingkungan .

Pasal 28

Sistim jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut:

a. Jaringan primer melalui ruas jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder,
Kelektor Primer, Lokal Primer dan beberapa ruang Jalan
Lingkungan .

b. Wartel berada di Blok ii .

14



Pasal 29

Sistim jaringan listrik ditetapkan sebagai jaringan tegangan menengah
melaiui ruas jalan sepanjang jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Lokal
Primer dan sebagian Jalan Lingkungan .

Pasal 30
Sistim pembuangan air hujan ditetapkan sebagal berikut
a. Saluran primer melalui Sungai Kali Bade ;

b. Saluran sekunder melalui ruas jalan Arteri Primer , Arteri Sekunder,
Kolektor Primer dan sebagian melalui ruas Jalan Lingkungan ;

¢. Saluran tersier melalui ruas Jalan Lingkungan,

Pasal 31
Sistim pengeloiaan sampah ditefapkan sebagai berikut :
a. Tempat pemindahan sampah berada di Blok idan if ;
b. Tempat pembuangan sementara berada di Blok idan il .

Pasal 32
Peta sistim jaringan ulilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
sampai dengan Pasal 31 Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran Vi, VIli, IX dan X , merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Paraturan Daerah ini .

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Pemanfaatan Air Baku
Pasal 33

Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi
Air Pemukaan, Air Tanah Dangkal dan Air Tanah Dalam .
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Pasal 34

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 Peraturan Daerah ini harus mempertimbangkan kelastarian
lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kesebelas
Kepadatan Bangunan
Pasal 35

(1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien
Dasar Bangunan { KDB ) pada Blok peruntukan ;

(2) Koefisien Dasar Bangunan { KDB ) dapat ditetapkan lebih dari satu
peruntukan .

Pasal 38
(1) Biok | dengan peruntukan :
a. Perumahan KDB ditetapkan 80 % ;
b. Perdagangan dan jasa KDB ditetapkan 80 % ;
¢. Petkantoran KDB ditetapian 60 % ;
d. Industri KDB ditetapkan 60 % ;
e. Sosial KDB ditetapkan 60 % ;
f. Campuran KDB ditetapkan 70 % .
{2) Biok ! dengan peruntukan :
a. Perumahan KDB ditetapkan 60 % ;
b. Perdagangan dan jasa KDB ditetapkan 80 % ;
c. Perkantoran KDB ditetapkan 60 % ;
d. Industri KDB ditetapkan 60 %
e. Sosial KDB ditetapkan 60 % ;
f. Campuran KDB ditetapkan 70 % .
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Pasai 37
Peta kepadatan bangunan dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36

Peraturan Daerah ini , adaiah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Xi, merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Hetinggian Bangunan
Pasal 38

(1) Ketinggian bangunan ditetapkan dengan jumiah luas lantai
bangunan dan jumiah maksimum dan minimum lantai bangunan .

(2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan fungsi
rencana jaringan lalan .

Pasal 39
Ketinggian bangunan untuk fungsi
a. Perkantoran 1 ditepi jalan Asteri Primer ditetapkan
dengan Koefisien Luas Bangunan
{KLB) sebesar 1,8 dengan kelinggian

maksimum 3 jantai dan di tepi  Jalan
Artart Selaunder ditetapkur ;
1,2 dengan ketingglan maksimum 2
jantai ;

b. Sosial 1 ditepi  Jalan  Arteri  Sekunder
ditetapkan dengan KLEB sebesar 1,2
Jalan Lokal Sekunder dengan KLB
sebesar 1,2 dan Jalan Lingkungan
sebesar 1,0 dengan ketinggian
maksimum 2 lantal ;

¢. PerdagangandanJasa : ditepi jalan Aderi Primer ditetapkan
dengan KLB sebesar 3,2 dengan
ketinggian maksimum 4 lantai, Jalan
Lokal Sekunder dengan KLB sebesar
2,1 dengan ketinggian maksimum 3
laniai  dan  Jalan  Lingkungan
ditstapkan dengan KLB 1.2 dengan
ketinggian maksimum 2 lantai ;
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d. Pesumahan : ditepi Jalan Asteri Primer dan Jalan
. Arteri - Sekunder ditetapkan dengan
KLB sebesar 2,1 dengan ketingian
maksimum 3 lantai, Jalan Kolektor
Primer dan Lokal Sekunder dengan
KiLB sebesar 1,2 dengan ketinggian
maksimum 2 lantai, Jalan
Lingkungan dengan KLB sebesar 1,0
dongan kelinggian maksimum 2
fantai ;

e. Campuran o ditepl jalan Arteri Primer dan Jalan
Arteri Sekunder ditetapkan dengan
KLB sebesar 2.1 dengan ketinggian
maksimum 3 lantal | Jalan Kolektor
Primer dan Lokal Sekunder dengan
KLB sebesar 1,2 dengan ketinggian
maksimum 2 lantai ;

f. Kawasan Pariwisata » ditepl jalan Arteri Primer ditetapkan
dengan KLB sebesar 2,4 dengan
kefinggian maksimum 4 lantai dan
Jalan Lokai Primer dengan KLB
sebesar 1.8 dengan kslinggian
maksirum 3 lantai |

Pasal 40

Peta ketinggian bangunan dimaksud dajlam Pasal 38 dan Pasal 39

Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

Xi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

in.

Bagian Ketigabelas
Garis Sempadan
Pasal 41
Penetapan Garis Sempadan terdiri dari
a. Sempadan Bangunan |

b. Sempadan Sungai .
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Pasal 42
{1) Garis sempadan muka bangunan {yang berbatasan dengan jalan)
ditetapkan sebagai berikut :
a. Pada jalan Arteri Primer adalah 20 M ;
b. Pada jalan Arteri Sekunder adaiah 20 M ;
¢. Pada ialan Kolektor Frimer adalah 15 M,
d. Pada jelan Lokal Primer adaltah 10 M ;

¢. Pada jalan Lingkungan adalah 5 M.
{ masing-masing dihitung dari as jalan ) .

{2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan vang berbatasan
dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut

a. Untuk bangunan iungga!l Hidak bertingkat berjarak minimai
15M;

b. Untuk bangunan derst peruntukannya untuk rumah toko dan
boleh berimpit sampai dengan kefinggian 2 flantai, unfuk
ketinggian 3 dan 4 lantai berjarak minimal 3 M dari betas
samping persil ;

Pasal 43

Garis sempadan sungai ditetapkan sebesar 16 M diukur dari batas tifik
tertinggi batas permukaan sungai .

Pasal 44

{1) Khusus untuk garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa
ditetapkan lebih kecil dari ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal
45 Peraturan Daerah ini , sebagaimana tersebut dalam Lampiran
XV dan merupakan bagian yang fidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini .

{2) Pada kawasan berkepadatan finggl, garis sempadan bangunan
perdagangan dan jasa ditelapkan dapat berimpit dengan garis
sempadan pagar setelah mompertimbangkan fakior parkiv
kendaraan .
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BAB V
 JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN PERENCANAAN
Bagian Pertama
Jangka Waktu Perencanaan
Pasal 456

(1) Jangka wakiu RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK lbukota
Kecamatan Bawen adalah 10 (sepuluh) tahun .

(2) RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK lbukota Kecamatan
Bawen ditinjau sefiap 5 (ima) tahun untuk dapat dirubah dan
disesuaikan dengan keadaan .

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Pasai 48
RUTRK dan RDTRK ibukota Kecamatan Bawen bersifat torbuka untuk
umum dan ditempatkan di Kantor Pemetintsh Daerah dan tempat.
tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat .

Pasal 47
Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RUTRK
Dengan Kedalaman Materi RDTRK bukota Kecamatan Bawen secara
tepat dan nwdak |

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan
Pasai 48

Tahap pelaksanaan pernbangunan i Kota Bawen adalah sebageai
berikut .

a. Tahep | dari Tahun 1997/1988 sampai dengan Tahun 2001/2002;
b. Tahap i dari Tahun 2002/2003 sampat dengan Tahun 2008/2007 .



Pasal 49

Panyusunan pelaksanaan program-program serta proyel-proyek yang
diselenggarakan oleh Instans! Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
iuas harus berdasarkan pada pokolepokok kebijaksanaan sebe
dimaicsud dalam Fasal 48 Peraburan Daerah ind .

.4"'; it n e

Pasai 50

Peta pentahapan pembeangunan tahunan drmaksud dalam Pasal 47
dan Pasal 48 Peraturan Daerah ini | adalah sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran Xl dan XIV dan mesupakan bagran yang tidak
terpisahican dari F’et’atw%n Daerah ini .

BABE Vi

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATER!
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN
BAWEN

Pasal 51

{1) Bupati Kepala Daerah mempunyal wewenang untuk mengambil
tangkah - langkah kebijaksanaan  dalam melaksanakan RUTRK
Dengan Kedalaman Materi RDTRK ibukola Kecamatan Bawen
secara keseluruhan sesual dongan prosedur dan Peraturan
Perundang-urdangan yang berlaku |

(2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan rencana kota,
Bupatl Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana dan
pengawas pembangunan sesual dengan RUTRK Dengan
Kedalaman Mater ROTRK lbukola Kecamatan Bawan .

Pasal 82

Pengawasan dan pengendalian RUTRK Dengan Kedalaman Materi
ROTRK tbukola Kecamatan Bewen guna meniamin tercapainya
maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
5 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati Kepala
Daerah sesual dengan ketenhian Peraturan Psrundang-undangan
yang berlaku .
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Pasal §3

{4) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilalarkan dalam bentuk

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan
sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah .

(3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan H
pemanfaatan yang tidek sesual dengan Peraturan Daerah ini .

Menjadi wewenang Camat atau Instansi yang berwenang setempat
dan datam wakty selambatdambainya 3 X 24 Jam wajib melapor
kepada Bupali Kepala Daerah atau Dinas toknik yang ditunjuk .

BAB Vi

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 54

(1) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalai
melanggar ketentuan RUTRK DenganKedalaman Materi RDTRK
tbukota Kecamatan Bawen , diancam pidana kurungan selama -
hmws(m}mmmmmmmm Rp.
50.000,00 (ima puluh ribu rupiah);

adalah pelanggaran .

ana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini

Pazal 58

Penyidikan terhbadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 54
Peraturan Daerah ini, selzin dilakukan oleh Pejabat Penyidilk Kepolisian
Negara Republik indonesia, juga dapat dilakukan oleh Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupa&m
Dascrah Tingkat i Semarang yang pengangkatan, kewenan

dalam menjalankan tugasnya berdasarken Peraluran %wndang
undangar yarng beriaku .
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BAB Vili
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasai 56
Peraturan Daersh ini dirincl lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk
Buku Kompilesi Data, Analisis den RUTRK Dengan Kedalaman Materi
RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen serta Album Peta sebagal Lampiran
yang tak terpisahkan dari Paraluran Daerah ind .

Pasal 67
Peraburan Daerah int dilampiri Peta
1. Rencana Pembagian Blok Lingkungan ;
Rencana Kepadatan Penduduk ;
Rencana Tata Guna Tanah ;
Rencans Strutur Tingkat Pelayanan ;
Notasi Ruang Jalsn |
Rencana Jaringan Jalan |
Rencana Jaringan Transporiasi ;
Rencana Jaringan Alr Bersih ;

®© @ N @ G A W N

Rencans Jadngan Telekomunikasi ;
10.Rencana Jaringan Listrik ;
11.Rercana Drainase ;

12.Rencana Jaringan Samipalh |
13.Rencana Kepadatan Penduduk ;
14.Fencana Kelingglan Bangunan |
18.Rencana Gans Sampadan Bangunan ;

16.Rencana pelaksanaan pembangunan Tahap |



17.Rencana Pe'_laksanaan Pembangunan Tahap il ;.
18. Rencana Pelaksanaan Jaringan Utilitas Tahap | ;
19.Rencana Pelaksanaan Jaringan Utilitas Tahap 11 .

BAB IX
" KETENTUAN PERALIHAN
e pasil 56
Dengan bériakunya_P_icairétri_i.r_én,ilf‘léé'réh--- ini , maka 'segala ketentuan

yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih fanjut

oleh Bupati Kepala Daerah .
Pasal 60
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang .

Ditetapkan di Ungar é'n
pada tanggal 13-11-1997. "

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il
EMARANG

DISAHKAN G : ADNacRAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

N R )
Dengan X 6148 11,12 Mo yeankae 194
An. SEX “AH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

P
.f,;\TMIﬁ( /SUNARTO, SH
WTTESE 500 048 825




RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DERGAN KEDALANA

PENJELASAR
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT il SEMARANG

NOBOR 10 TAHUN 1087
TENTARG
N MATER! RENCANA

DETAIL TATA RUARG XKOTA IBUKOTA KECAMATAN BAWEN
TAHUN 1887 / 1628 SAMPAL DENGAN TAHUN 2004 7 2007

PENJELASAN UBIUM .

1.1 Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota Denhganh Kedalaman Materi

Rencana Detall Tala Ruang Kota .

KRencana Unwim Tala Ruang Kota vang ssianiutnys disingleat dengan
RUTREK, adalah rencana pemanfaatan rusng kota yang disusun untuk menjaga
keserasian pembangunan ardar selkior dalam rangke pengendslfan program-
program pembangunan kota dalam jangka panjang. Hencahs tersebut
merupaikan ruiriisan tentang kebifaksanaan pengembangan penduduk, rencana
pemanfaatan ruang kota, rencana sistim laringan utilitas, rencana kepadatan
bangunan, rencana pemanfasian air baky, rencana penanganan lnglamgen
kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dah indikasi unit pelayvanan kota .

Bia Rencana Umum Tata Ruang Kota lebih bersifat struktts dan
konseptual, Rencana Umum Tala Rx;mg Kota untuk memberikan arahan dan
pengarahan perkembangan dan perhumbishan kota |

Rancanta Umwum Tata Rusng Kofa Dengan Kedalaman Materi
Rencana Detadd Tata Ruang Kola sdsiah merupakan wadah yang
mengkoordinasikan kegiatan perseorangan, - oieh sebab tu bilamang teiah
ditetapian secara hukun harus dan walib diteatl cieh semua pihak, balk
pemerintah maupun masvarakat |

Untuk ity sehelum penstapan hukum diberiiken rencana tersebut
harus sudah disetujul melaisl konsesus umum antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Tingkat |, Pemerinlah Daerah Tingkat i1 dan masyarakat
kota yang Lersangladan feniang baituk, arshan, strategl dan prioritas
pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana
tersebul adalah Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 2 Talun 1587 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kota, vang prosedur peryusunnys diatur
dengan Keputusan Menteri Delam Negerd Nomor 58 Tahun 1988 tentang
Petuniuk  Pelaksanaan Pedoman Penvusunan rencana Kota, serta Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor 850/1165/BANGDA tentang Pelunjuk Teknis
Fenyusunan Rencana Kota jbukota Kecamatan |
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Pengertian Rencana Umum Tata Fuang thukota Kecamatan

Rencanz Umum Tata Ruang ibukota Kacamgm merupakan usaha
udikan peran i-:a%a :ia%am mmawg perkembangan k&g&atan-k&gimn
dalaminva vang memilild perfiaku berbeda fengan karakternva,
mﬁmgga keg%atm k@gé&tam tersabud siapeag Mﬁamung ssmras serasi dan
Sembang, memiu suasans yvang bersih, sebst, indah, nyaman, aman, rapi,

’ﬁ?‘ii:ﬁf gan tesfi "

pengertian  dasar vencans  kota  adalah  rencans
; Kota yﬁng disiapkan secara teknis dan non teknis, ballc vang
fﬁtﬁ%apkaﬁ vleh Pemeriniah Pusat maupun  Pemsvintah Daersh ‘yﬁang
merupskan kebliaksansan pemanfaatan mmg s:iw *nenﬁaﬁ% sedoman
pengarahan dan pengendaliah pelokeanaan pemba

deote  Kecamatan adalah lbuleda kecamaten sebageimana
ﬁmaks::ﬁ dalam Undang-undang Nomeor 5 Tahui 1874 tentang Pokok-pokok
Pemeriniahan of Daerah, valflu Pusal Pemerintahan dari Kﬂcamaﬁan y&ng
%&mam@:&n Rencans Tals Ruang ta Kemmtaﬁ me
emabaran jebilh lanjut darl Pola Dasar Pembangun:
datam hal pamanfaatan rang. Rencana ‘%’ata fwang &bu%mta Kﬁmmmn :m
merupakan rancena tele ruang kota yang mendasari strategt pembangunan
fisik kota sesual jenie rencans kota vang disebut dalam Persturan Menterd
Dateun Negeri Nomor 2 Talam 1887

Rencans Tata &uawg Thukots Kmamatan it diharapkan mm
partisipatif dalarm arti membuic eipatan  bagi peran investo
ma&yamkat secara dinamis s:ian ﬁﬂkﬁiﬁ@? ma antisipatif %:emmm kemajuaﬂa

PENJELASAN PABAL DERMI PABAL

 Pasal 1 sam

ial dengen Pasal 5 o Cukup jelas

Pasal § ayat (1) o 3 . Wilayah persncanaan RUTRK Dengan

Kedalaman Materi RDTRK  ibuiota
Kecamatan Bawen seluas 2185188 Ha
adalah %ﬁag%an wilayah dari Desa
Lemabirengyang beriumiah 804 4325 Ha.

Fasal § ayat (33 haruf b D Wayeh Perencanagh RUTRK Dengan

Xaedaluman  Mater! RODTRK bt
Kecamatan Bawen seluas 283 1384 Ha
aceiah sebagian wiayah dari Desa
Hatjosart yanhg berjumiah 5.764,648 Ha

Pasal § ayat (2) T Culap Jelas,

Pasal 7 sampal dey

an Pasal 12 D Culalp Jelas.
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Pasal 13

Pasat 14 sampal dengsn Pasal 19
Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 223

Pasal 24 sampal dengan Pasal 34
Pasal 25 ayat (1}

Pasal 38 ayat ()
Pasal 36 sampai dengan Pasal 40
Pasal 41

Pasal 42 sampai dengan Pasal 60

dimaksud  adalah

penduduk
dengan as wilayah yang
y untuk | pekarangan

Kepadatan vyang

kepadatan bersih, jumiah
dibagi

Cukup jelas .

Yang dimalesud dengen fasiifas jenjang
perfama  adalah fungsl primer yang
berskala regionai dari fasiitas pelayanan
terhadap wilayah yang dilayani (Periksa
Lampiran [V Pela Rencana Struklur
Pelayanan KK dan Buku RUTRK-
ROTRK Ibukota Kecamatan Bawen
Tahun  1997/1688 sampal  dengan
2006/2087).

Yang dimaksud dengan Tasilias jenfang
kedua adalah fungs! sekunder  dar
faziiitas pelayenan terhadap wilayah
yana ditayani (Periksa Lampiran IV Pela
flencana Struldur Pelayanan KK dan
Bk RUTRK-RDTRK ibukota
Kecamatan Bawen Tahun 19587/1988
sampal dengan 2008/2007).

Cuiiap jelas .

Yang dimaksud  dengan  jaringan
transportasi adalah suatu sistim jaringan
jatan dan sistim trasnportasinya .

Culqup folas |

Yang dimaksud dengan Koeflsien Dasar

Bangunan (KDB) vaitu ?erbandngaﬁ
aitara kas lahan yang tertutup banguns
{uas dasar bangunan) pada kawasan
tertenfu  dengen las persi  padae

kKawasan bersangihudan yang dinyatakan
dangan angka prosentase .

Cukitp jelas .

Culamp ielas .

Garis sempadan bangunan diukur dari as
jalan sampai dengan dinding teriuar
bangunan .

Cukup jelas .
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